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ABSTRAK

(A) Nama : Yulius Chandra (207222005)
(B) Judul Tesis :  Pembuatan Akta Kuasa Menjual Oleh Notaris Dalam Jual Beli

Tanah Tanpa Sepengetahuan Pemilik atau Pemegang Hak Atas Tanah (Studi
Kasus Putusan Nomor 1615K/Pdt/2020)

(C) Halaman : x + 150 + 2024.
(D) Kata Kunci :  Akibat Hukum, Akta Kuasa Menjual, Jual Beli Tanah, Tanpa

Sepengetahuan Pemilik.
(E) Isi Abstrak

Notaris/PPAT hendaknya berhati-hati dalam mengadakan kontrak perjanjian
jual beli dengan memastikan pemeriiksaan secara mendalam terhadap
kewenangan hukum bagi para pihak termasuk pembeli dan penjual, tak
terkecuali dalam pembuatan akta kuasa menjual yang harus sepengetahuan
pemilik atau pemegang hak atas tanah. Masalah yang dihadapi adalah
bagaimana akibat hukum dari pembuatan akta kuasa menjual dalam jualbeli
tanah tanpa sepengetahuan pemilik atau pemegang hak atas tanah dan
bagaimana pembuatan akta kuasa menjual oleh notaris dalam jual beli tanah
tanpa sepengetahuan pemilik atau pemegang hak atas tanah terkait Putusan
Nomor 1615 K/PDT/2020. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian
hukum yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pembuatan akta kuasa menjual tanah tanpa
sepengetahuan pemilik atau pemegang hak atas tanah mengandung
konsekuensi hukum yang serius, baik bagi pembuat akta kuasa maupun pihak
pembeli, diantara akta kuasa menjual batal demi hukum, hal ini mengacu pada
Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian batal demi
hukum jika dibuat oleh orang yang tidak berwenang, hal itu juga dapat
digolongkan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal
378 KUHP.  Pembuatan akta kuasa menjual oleh notaris tanpa sepengetahuan
pemilik tanah dalam Putusan MA Nomor 1615 K/PDT/2020 merupakan
tindakan yang ilegal, di mana Akta Kuasa Menjual yang dibuat tanpa
sepengetahuan pemilik dapat digunakan untuk melakukan penipuan atau
perbuatan melawan hukum lainnya, seperti pengalihan hak atas tanah secara
tidak sah. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan kelengahan pemilik antara
lain menggunakan identitas palsu, dan pelaku melakukan transaksi jual beli
tanah di hadapan notaris dan menandatangani Akta Kuasa Menjual seolah-
olah sebagai pemilik tanah yang sah. Penting untuk selalu berhati-hati dalam
melakukan transaksi jual beli tanah dan memastikan semua prosesnya
dilakukan dengan sah dan sesuai dengan hukum.
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ABSTRACT

(A) Name: Yulius Chandra (207222005)
(B)  Thesis Title:  Making a Attorney to Sell Deeds by a Notary in Buying and Selling

Land Without the Knowledge of the Owner or Holder of Land Rights (Case Study
Decision Number 1615K/Pdt/2020)

(C)  Pages: x + 150 + 2024.
(D)  Keywords: Legal Consequences, Authority to Sell Deeds, Buy and Sell Land,

(E)  Contents of the Abstract
 Notaries/PPATs should be careful in entering into sales and purchase agreements by

ensuring in-depth examination of the legal authority of the parties, including buyers
and sellers, including in making authority to sell deeds, which must be known to the
owner or holder of land rights. The problem faced is what are the legal
consequences of making a power of attorney deed for buying and selling land
without the knowledge of the owner or holder of land rights and how a notary makes
a power of attorney deed for selling and buying land without the knowledge of the
owner or holder of land rights regarding Decision Number 1615 K/PDT /2020. The
research method used is normative juridical legal research sourced from secondary
data. The results of the research show that making a power of attorney deed to sell
land without the knowledge of the owner or holder of land rights has serious legal
consequences, both for the maker of the power of attorney deed and the buyer,
among other things, the power of attorney deed to sell is null and void, this refers to
Article 1330 of the Civil Code which states that an agreement is null and void if it is
made by an unauthorized person, this can also be classified as a criminal act of
fraud as regulated in Article 378 of the Criminal Code.  Making a deed of power of
attorney to sell by a notary without the knowledge of the land owner in Supreme
Court Decision Number 1615 K/PDT/2020 is an illegal act, where a authority to sell
deeds made without the knowledge of the owner can be used to commit fraud or
other unlawful acts, such as transferring rights to land illegally. This is done by
taking advantage of the owner's negligence, including using a fake identity, and the
perpetrator carrying out a land sale and purchase transaction before a notary and
signing an authority to sell deeds as if he were the legal land owner. It is important
to always be careful when carrying out land buying and selling transactions and
ensure that all processes are carried out legally and in accordance with the law.
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